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Abstrak 
Penelitian ini membahas tentang analisis sistem pengelolaan dana desa berdasarkan regulasi 
keuangan desa. Adapun permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut : 1) Bagaimana 
mekanisme pengelolaan dana desa dan pertanggungjawaban keuangan desa Bontomanai 
Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros. 2) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi 
pengelolaan dana desa Bontomanai Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang digunakan merupakan Pendekatan 
Syar’i, Yuridis dan Sosiologis. Hasil dari penelitian yaitu : menunjukan bahwa pengelolaan 
Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bontomanai telah sesuai dengan yang 
diperintahkan oleh Undang-undang.  Selain itu masyarakat Desa Bontomanai juga telah ikut 
terlibat dan ikut berperan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Bontomanai. Masyarakat 
Desa Bontomanai merasakan bahwa Dana Desa memberikan dampak yang positif bagi 
mereka. Oleh karena itu secara umum pengelolaan Dana Desa di Desa Bontomanai telah 
sejalan dengan Regulasi serta peraturan dan Undang-undang dan juga telah sesuai dengan 
prinsip (good governance). 
Kata Kunci: Perencanaan, Pengelolaan keuangan, Dana Desa 
Abstract 
This paper discusses the analysis of village fund management systems based on village 
financial regulations. The problems in this study are as follows: 1) How is the mechanism of 
village fund management and financial accountability of Bontomanai village, Tompobulu 
sub-district, Maros regency. 2) What are the factors that influence the management of 
Bontomanai village funds, Tompobulu District, Maros Regency. This study uses a qualitative 
method with the approach used is the Shari'i, Juridical and Sociological Approaches. The 
results of the study are: showing that the Village Fund management carried out by the 
Bontomanai Village Government has been in accordance with what was ordered by law. In 
addition, the people of Bontomanai Village have also been involved and have a role in 
managing Village Funds in Bontomanai Village. The people of Bontomanai Village feel that 
the Village Fund has a positive impact on them. Therefore in general the management of 
Village Funds in Bontomanai Village is in line with regulations and regulations and laws and 
also in accordance with principles (good governance). 
Keywords: Planning, Financial Management, village fund 
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A. Pendahuluan  
Berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Desa 
merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai 
wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, 
pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 
hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).1 Perubahan sistem pemerintahan dari 
Sentralisasi pada masa Orde Baru menjadi Desentralisasi membuat perubahan kebijakan 
yang baru pada kewenangan pemerintah daerah.2  otonomi daerah disini tidak hanya 
mengatur penyelenggaraan di daerah tetapi juga membuat daerah lebih mandiri, 
demokratis, dan mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya. Pemerintahan Desa 
merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun 
demikian, Pemerintahan Desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. 
Jika pembangunan di setiap Desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari 
pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil 
akan dapat terwujud. Namun, kondisi beberapa daerah di Indonesia belum sesuai dengan 
harapan pemerintah pusat. Oleh karena itu, peran dari pemerintah daerah cukup vital 
dalam otonomi daerah dikarenakan Desa memiliki hak kebebasan untuk membuat 
regulasi dan aturan dalam kehidupan Desa sebelum diatur oleh pemerintah daerah.  
Peran dari pemerintah daerah diharapkan dapat membimbing serta mengawasi setiap 
kebijakan maupun program yang dikerjakan pemerintah desa agar kewenangan yang 
diberikan kepada pemerintah Desa dapat dipertanggung jawabkan oleh aparatur Desa 
kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Pemerintah Desa diwajibkan untuk 
dapat mengelola dan mengatur urusannya sendiri. Hal itu terdapat dalam Peraturan 
Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) No. 20 Tahun 2018 
                                                
1Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
2Khairul Ikhwan Damanik dkk, Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia (Cet: 
I, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010) h. 86-87 
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tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 29 meliputi: Perencanaan, Pelaksaanan, 
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan kemanfaatannya dari program-program yang 
dikelola pemerintah Desa. 3 
Pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat faktor, diantaranya jumlah 
penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis. Dana Desa 
diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa 
pada bidang pembangunan desa seperti sarana dan prasarana permukiman, ketahanan 
pangan, kesehatan, pendidikan dan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat 
yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam 
pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi 
individu warga atau kelompok masyarakat. Dengan adanya Dana Desa menjadikan 
sumber pemasukan di setiap Desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan Desa yang 
diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa.4 Mengenai 
pembahasan pengelolaan dana desa sangat penting dan memanfaatkan potensi ekonomi 
yang ada sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahtraan masyarakat. Kebijakan dari 
undang-undang Desa pada Pasal 26 ayat 4 huruf (f) yang mempunyai konsekuensi 
pemerintah Desa diharapkan dapat mengelola dengan semestinya dalam 
pengimplementasiannya dilaksanakan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan, 
dan didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik untuk terhindar dari 
adanya penyimpangan, penyelewengan dan tindakan korupsi. Terdapat pada Pasal 29 
yang meliputi: Perencanaan, Pelaksaanan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan 
kemanfaatannya dari program-program yang dikelola pemerintah Desa.5 Perlunya 
pengawasan yang baik sehingga tidak terjadi suatu perbuatan menyimpang didalam 
pengelolaan dana desa, Pengelolaan dana desa sangat menentukan arah desa tersebut 
                                                
3Permendagri No. 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuagan Desa pasal 29 
4Musliadi, Undang-Undang Desa Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Negara, (cet. Terbaru. permata press).    
5 Redaksi Sinar Grafika, Peraturan Lengkap Desa UU RI No. 6 tahun 201), (Cet. I, Jakarta Timur:Sinar 
Grafika). h. 586 
Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan  
Desa (Studi Kasus Desa Bontomanai Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros) 
 
Rismawati, Andi Safriani 
 
243 | QaḍāuNā Volume 1 Edisi Kkhusus Oktober 2020   
sehingga peneliti tertarik dan tertantang untuk mengangkat dan meneliti permasalahan 
yang terjadi di desa-desa sebab pembahasan anggaran merupakan pembahasan yang 
sangat sensitive. Kepala Desa mendaji terdakwa kasus korupsi berkaitan dengan 
pengelolaan dana desa untuk pembangunan, pemberdayaan masyarakat. Kepala Desa 
menyalah gunakan Dana Desa untuk kepentingan pribadi di tahun 2018 , menurut Lalola 
Easter peneliti ICW (Indonesia Corruption Watch). Karena Kepala Desa dan Perangkat 
Desa belum memiliki pengelaman dalam pengelolaan Keuangan Negara, desa belum 
memiliki perangkat yang lengkap untuk pengelolaan keuangan Negara serta kurangnya 
pemahaman dan kesadaran perangkat desa dalam manajemen pengelolaan dana desa, 
sehingga mengakibatkan timbulnya resiko hukum. Pengelolaan Dana Desa yang tidak 
sesuai dengan regulasi maka dapat berakibat timbulnya masalah hukum, Kecamatan 
Tompobulu yang terdiri dari 8 (delapan) Desa yang  salah satunya merupakan Desa 
Bontomanai. Dari 8 Desa tersebut sudah ada 4 Kepala Desa yang terjerat kasus hukum 
akibat dari kesalahan mengelola keuangan Desa. 
B. Metode Penelitian 
Penelitian ini mengkaji tentang sistem pengelolaan dana desa berdasarkan regulasi 
keuangan desa, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang 
digunakan merupakan Pendekatan Syar’i, Yuridis dan Sosiologis dengan sumber data 
Profil Desa Bontomanai di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros. Selanjutnya, 
metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi tersebut merupakan 
wawancara, observasi, dokumentasi dan penulusuran referensi. Kemudian teknik 
pengolaan data dilakukan melalui beberapa tahapan  : reduksi data, penyajian data, serta 
penarikan kesimpulan. 
C. Hasil dan Pembahasan 
1. Mekanisme Pengelolaan Dana Desa Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa 
Bontomanai Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros 
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Aturan terkait pemerintah  desa  telah mengalami pergeseran paradigma utamanya 
dalam hal kewenangan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana 
dimaklumi tidak lagi melakukan campur tangan secara langsung tetapi memberikan 
pedoman, bimbingan, pelatihan/pembelajaran termasuk peraturan desa serta 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dengan disahkannya UU 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan 
masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik.  
Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata 
pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan 
dapat meningkatkan kesejahteraan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga 
permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial 
budaya lainnya dapat diminimalisir. UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan 
pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam 
mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di 
dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Peran besar yang 
diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab besar pula. Oleh 
karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata 
pemerintahanya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa 
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan 
ketentuan. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan Bapak Abd. Haris 
sebagai Kepala Desa Bontomanai : Setelah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
diberlakukan maka pelaksanaan pembangunan infrastruktur melalui program Dana 
Desa (DD) mulai berjalan terutama pembuatan jalan rabat beton di masing-masing 
dusun sudah ada dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan kualitas hidup 
masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, 
kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.  (hasil 
wawancara tanggal 6 Maret 2020) Hal tersebut juga didukung dengan hasil 
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wawancara yang dilakukan dengan Tallasa Dg. Timu sebagai Wakil Ketua BPD 
Desa Bontomanai dimana beliau mengatakan Setelah adanya Dana Desa (DD) 
infrastruktur di Desa sudah mulai nampak akses jalan dari dusun ke jalan poros 
sudah tidak susah  lagi karena sebahagian besar sudah di beton hal ini dapat 
meningkatkan ekonomi masyarakat (hasil wawancara tanggal 6 Maret 2020). 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa manfaat Infrastruktur 
dapat  meningkatkan kesejahteraan kualitas hidup masyarakat desa Pemahaman 
mengenai pengelolaan dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang 
harus dimiliki para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya 
perangkat desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. 
Prinsip dasar pengelolaan keuangan desa, dimulai dari tahap perencanaan sampai 
dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa serta tugas dan tanggung 
jawab para pejabat pengelola. Berdasarkan Pertauran Menteri Dalam Negeri Nomor 
20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan dana desa itu 
harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan 
tertib dan disiplin anggaran. Jangka waktu pengelolaan dana desa dimulai dari 1 
Januari hingga 31 Desember tahun berjalan yang dituangkan dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). APBDesa terdiri atas pendapatan desa, 
belanja desa, dan pembiayaan desa. Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa, penekanan pada Perangkat Desa dengan penyebutan 
(nomenklatur) sesuai SOTK (struktur organisasi tata kerja dan pemerintahan desa) 
yang diatur dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Desa. Hal ini 
untuk memudahkan pemahaman dan agar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tidak terkesan membuat 
struktur baru, dan menghindari kerancuan penyebutan sekaligus 
mengharmonisasikan dengan aturan terkait, terutama dengan Permendagri Nomor 
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114 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 
2019 tentang Pedoman Penyusunan Pengadaan Barang Jasa di Desa. Permendagri 
Nomor 20 Tahun 2018 merupakan Kepala Seksi (Kasi) dan Kepala Urusan (Kaur) 
selain Kaur Keuangan dengan penyebutan pelaksana kegiatan anggaran. Kepala 
Desa merupakan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan 
mewakili Pemerintah Desa dalam mengelola kekayaan milik desa yang dipisahkan 
dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa 
menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku Pelaksana 
Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD 
kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) ditetapkan dengan 
keputusan kepala Desa. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) terdiri atas 
sebagai berikut: 
1. Sekretaris Desa; 
Tupoksi Sekretaris Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 
Sekretaris Desa mempunyai tugas sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan 
Desa (PPKD). 
Sekretaris Desa mempunyai tugas sebagai berikut: 
a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDes; 
b. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes), perubahan APBDes, dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; 
c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang 
Penjabaran APBDes dan Perubahan Penjabaran APBDes; 
d. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas 
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD); dan 
e. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. 
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Sekretaris Desa juga mempunyai tugas sebagai berikut: 
a. melakukan verifikasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), 
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL); 
b. melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Kas Desa (RAK DESA); 
dan 
c. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran 
APBDes. 
2. Kepala Urusan (Kaur) Keuangan. 
Tupoksi Kaur keuangan Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 
a. Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan. 
b. Kaur keuangan mempunyai tugas sebagai berikut: 
c. menyusun Rencana Anggaran Kas Desa (RAK DESA); dan 
d. Kaur keuangan memiliki tugas yaitu melakukan penatausahaan yang 
meliputi sebagai berikut,menerima menyimpan, menyetor/membayar, 
menatausahakan dan  pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes. 
e. Kaur keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki 
Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah desa 
 
3. Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi). 
Tupoksi Kepala Seksi (Kasi) dan Kepala Urusan (Kaur) Berdasarkan 
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Kepala Seksi (Kasi) dan Kepala Urusan 
(Kaur) bertugas sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran. 
Kepala Seksi (Kasi) dan Kepala Urusan (Kaur) mempunyai tugas sebagai 
berikut : 
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran 
belanja sesuai bidang tugasnya; 
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b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya; 
c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya; 
d. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan 
Perubahan Anggaran (DPPA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Lanjutan (DPAL) sesuai bidang tugasnya; 
e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan 
barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan 
f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. 
Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dilakukan 
berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKPDes 
Ditulis secara jelas yang merupakan hasil kajian atau analisis dari pokok 
bahasan pertama6. Dapat berupa ulasan dari kondisi terkini isu yang ditulis 
yang kemudian dikomparasikan dengan kondisi ideal menurut penulis 
berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan/ Al Qur’an/ Hadis/ Teori 
tertentu berupa data yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menuliskan 
sumber rujukan7. 
2. Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa Bontomanai Kecamatan 
Tompobulu Kabupaten Maros 
Faktor yang menjadi pendukung dalam pengelolaan dana desa adalah sebagai 
berikut : 
1. Perangkat desa yang masih berusia muda dan produktif ; 
2. Kondisi birokrasi yang sinergi; 
3. Aparatur desa  yang memiliki  keterampilan;  
                                                
6 Nama Penulis 1, dkk., Judul Buku yang Digunakan, Terbit: Penerbit, Tahun Terbit, hlm.x 
7 Nama Penulis, “Judul Tulisan Jurnal”, Nama Jurnal Volume Jurnal Nomor (Bulan Tahun Terbit), 
hlm.xx 
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4. Kecakapan  yang  baik dalam melayani masyarakat;  
5. Partisipasi kelembagaan masyarakat penyelenggaraan pemerintahan desa; dan  
unsur  masyarakat; 
6. Adanya  pelatihan untuk kepala desa  dan perangkat desa dalam mengelola 
dana desa;    
7. Adanya  pelatihan  untuk  pembinaan  kehidupan  masyarakat  dan  
perekonomian desa;  dan  
8. Aparat  keamanan  dalam  upaya  yang  dilakukan  dengan  melakukan  
pengarahan kepada  masyarakat.  
Faktor yang menjadi penghambat  dalam pengelolaan dana desa adalah sebagai 
berikut : 
 
1. Berubah ubahnya aturan atau regulasi terkait pengeloaan Dana Desa 
2. Dibalik  kebijakan  yang  melibatkan  unsur  masyarakat  desa  terdapat  
golongan golongan  masyarakat  yang  ingin  mendapatkan  keuntungan  lebih  
dari  proyek pembangunan desa  sehingga  target pembangunan  kurang  
tercapai;  
3. Sarana  dan  prasarana  penunjang  kegiatan  pemerintahan  yang  kurang  
lengkap dan  memadai  seperti  kantor  desa  yang  kecil  dan  ruangan  yang  
sempit, kendaraan  operasional  untuk  kegiatan  lapangan,  jaringan  internet  
yang  tidak stabil  sehingga  dalam pelaksanaannya  aparat desa  kadang  
mengalami  kendala;  
4. Rendahnya  pemahaman  dan  rendahnya  partisipasi  masyarakat  dalam 
menyikapi kegiatan/program  yang  dilakukan  pemerintah desa; 
5. Tingkat  kesadaran  masyarakat  terhadap  pemeliharaan  fasilitas  yang  sangat 
rendah;  
6. Lemahnya  koordinasi lintas bidang  dalam pengembangan kawasan pedesaan;  
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7. Lemahnya  kelembagaan  dan organisasi berbasis  masyarakat;  dan  
8. Kurangnya  peran  kepala  desa  dalam  memberikan  arahan  kepada  
masyarakat untuk ikut berpartispasi 
D. Penutup 
Ketidak berhasilan dalam pengelolaan Dana Desa disebabkan oleh faktor komunikasi 
yang masih kurang baik, di mana pembuat kebijakan terkadang lambat dalam 
menyampaikan kebijakan tersebut kepada implementor, yaitu Pemerintah Desa. 
Komunikasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten yang kurang baik 
menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan peraturan bupati tentang besaran dan 
tata cara pembagian Dana Desa yang menyebabkan penyusunan APBDes Bontomanai 
tidak tepat waktu. Di samping itu faktor SDM dari aparatur desa yang masih kurang baik 
juga menjadi faktor yang menyebabkan ketidak berhasilan kebijakan tersebut. Meskipun 
banyak ketidak sesuian dalam pengelolaan dana desa, tetapi dalam prioritas penggunaan 
dana telah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa setiap tahunnya. Hal ini karena 
evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah cukup baik dalam melihat penggunaan 
Dana Desa tersebut. Tetapi kurangnya kegiatan pemberdayaan seperti pelatihan bagi 
masyarakat yang dilakukan membuat kurang tercapainya tujuan Dana Desa, yaitu untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup dan penanggulangan 
kemiskinan. 
Untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan Dana Desa sehingga implementasi 
pengelolaan Dana Desa menjadi berhasil, kepada Pemerintah Nagari disarankan 
membuat pelatihan bagi Aparatur Nagari untuk meningkatkan SDM Aparatur Desa. 
Selain itu Pemerintah Desa agar lebih aktif melakukan konsultasi kepada Pemerintah 
Daerah agar lebih cepat menerbitkan Peraturan Bupati tentang besaran dan tata cara 
pembagian Dana Desa agar ke depannya tidak lagi terjadi keterlambatan-keterlambatan 
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dalam penyusunan RKPDes dan APBDes sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi lebih 
optimal. 
E. Saran  
Pelaksanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan di desa Bontomanai yang menjadi 
objek penelitian telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 
tahun 2018. Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi tahap mulai 
perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, per-tanggungjawaban, sampai 
pengawasan. Dalam pelaksanaannya seluruh pengeluaran dan penerimaan desa telah 
sesuai dengan prosedur yang berlaku, pengajuan kegiatan disertai dengan Rancangan 
Anggaran Biaya (RAB)  yang    diverifikasi  dan  disahkan  oleh sekretaris desa. 
Kebijakan prioritas umum dana desa dipergunakan untuk dapat memenuhi kebutuhan 
dasar, pengembangan ekonomi lokal yang potensial, dan pembangunan sarana dan 
prasarana desa. Berkenaan dengan sistem pengelolaan keuangan  secara umum dapat 
dikatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan di desa Bontomanai 
yang menjadi objek penelitian telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Permendagri 
Nomor 20 tahun 2018 dan  telah mematuhi prinsip dasar pengelolaan keuangan. 
Berkenaan dengan aspek penatausahaan secara umum hampir semua desa telah dapat 
menjalankan aspek penatausahaan dengan baik.  
Pelaporan dan pertanggungjawaban masih menjadi masalah bagi desa, dikarenakan 
adanya keterbatasan yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang menguasai aspek 
pelaporan dan pertanggungjawaban.  Berkaitan dengan komposisi belanja desa, desa  
yang diteliti tidak memenuhi komposisi belanja desa sesuai aturan yang dipergunakan 
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat tidak sebanding dari total 
anggaran belanja desa dipergunakan bagi pendapatan dan tunjangan kades dan 
perangkatnya, operasional pemerintah desa, tunjangan BPD, dan insentif RT/RW. Hal 
ini mengakibatkan ketimpangan dalam pelaksanaan pembangunan di desa sehingga tidak 
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memberikan multiplier effect bagi masyarakat desa dalam pembangunan.Penelitian ini 
merekomendasikan hal yang dapat diharapkan dan diimplementasikan sehingga 
penggunan dana desa dapat berperan penting dalam proses dan pemerataan 
pembangunan, yaitu perlunya dikembangkan tahap-tahap prioritas yang akan menjadi 
pedoman bagi desa untuk menentukan prioritas kegiatan yang paling utama dan 
bermanfaat untuk dibiayai dengan menggunakan dana desa. Dalam rangka 
meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa perlu dilakukan monitoring 
dan evaluasi. Perlunya ditingkatkan kemampuan sumber daya manusia di desa 
khususnya berkaitan dengan kemampuan pengelolaan keuangan yang harus dilakukan 
untuk mewujudkan pembangunan yang bertanggung jawab 
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